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1.

WALIKOTA MALANG,

bahwa setiap orang berhak hidup sgahtera sehat fisik, mental,
sosial, bertempat tinggal, pada lingkungan hidup yang layak
dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang terjamin

dan bermutu;

bahwa kewenangan dalam urusan bidang K esehatan merupakan
kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga
Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pelayanan
Kesehatan perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3846);

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat |1 Malang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/Menkes/Per/1/1990
tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian

Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/1X/1990
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/M enkes/Per/1\V /2007
tentang 1zin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010
tentang Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/I11/2010
tentang Klasifikas Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008
tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah
Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota;



20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi  Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Maang Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kota Maang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah
Kota Maang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
Pgjabat adalah pegawa yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri non struktural dan
bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosia

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
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7. Tenaga Kesehatan adalah setigp orang yang mengabdikan diri dalam bidang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

memerlukan upaya kesehatan.

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan
atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan
fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara
manual, peningkatan gerak, peraatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis),
pelatihan fungsi, komunikasi.

Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat 1zin Apotek.

Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga pelaksana dalam menjalani pekerjaan
kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmas,
dan Tenaga Menengah Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau
Asisten Apoteker.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian
oleh apoteker.

Faslitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah
sakit, puskesmas, klinik.

Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan
masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti
tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan

pendaftaran.

Surat 1zin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis
yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan
diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Surat 1zin Apotek yang selanjutnya disebut SIA adalah surat izin yang diberikan oleh

Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik modal untuk
mel aksanakan pekerjaan farmasi di suatu tempat tertentu.

Surat |zin Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk melaksanakan
pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia.
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